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ABSTRACT
This study aims to determine the implementation of the Policy on Tracing Vehicles Not Undergoing Re-registration (KTMDU) in optimizing the revenue collection of motor vehicle taxes at the Regional Revenue Management Center of Bandung Regency II Soreang. The policy implementation approach model used in this study is Hoogerwerf’s policy implementation approach model (1983:168). The research method used in this study is a qualitative method with TOWS analysis. In-depth interviews and observations are the data collection methods used in this study. A literature review on public policy and the content of the policy on tracing vehicles not undergoing re-registration serves as a guideline in analyzing this research. The results of the study explain that by using Hoogerwerf’s policy implementation approach model (1983:168), the implementation of the policy on tracing vehicles not undergoing re-registration is considered quite good; however, the potential distribution is not yet maximized due to limited budget funds, which restricts the Regional Revenue Management Center of Bandung Regency II Soreang in recruiting KTMDU (Vehicles Not Undergoing Re-registration) tracing officers, thus the KTMDU tracing area cannot be fully reached. Recommendations related to the KTMDU tracing policy are: Officers should be recruited based on the distribution area of KTMDU so that they are more familiar with the terrain and improve the effectiveness of the tracing, and KTMDU tracing officers should coordinate with the sub-districts and villages in the KTMDU distribution area to empower the local Rt/Rw, so that tracing in the area can be carried out more effectively.
Keywords: Public Policy, Motor Vehicle Tax, KTMDU Tracing.


ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang dalam optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang. Model pendekatan implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pendekatan implementasi kebijakan Hoogerwerf (1983:168). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis TOWS. Wawancara mendalam dan observasai merupakan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Tinjuan literatur tentang kebijakan publik dan isi kebijakan penelusuran kendaraan tidak melakukan daftar ulang  menjadi pedoman dalam menganalisis penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dengan menggunakan model pendekatan implementasi kebijakan Hoogerwerf (1983:168) implementasi kebijakan penelusuran kendaraan tidak melakukan daftar ulang dianggap cukup baik akan tetapi pembagian potensi belum maksimal dikarenakan anggaran dana yang terbatas sehingga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang terbatas dalam merekrut petugas penelusur KTMDU sehingga area penelusuran KTMDU tidak bisa dijangkau secara menyeluruh. Rekomendasi terkait kebijakan penelusuran KTMDU yaitu Petugas direkrut berdasarkan wilayah sebaran KTMDU (Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang) sehingga lebih hafal medan dan meningkatkan efektivitas penelusuran dan Petugas penelusur KTMDU melakukan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan area sebaran KTMDU untuk memberdayakan Rt/Rw setempat sehingga penelusuran di wilayah tersebut bisa dilaksanakan lebih efektif.
Kata kunci: Kebijakan Publik, Pajak Kendaraan Bermotor, Penelusuran KTMDU.

PENDAHULUAN
Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak daerah yang berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, PKB di Indonesia pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 12,5 % dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut diakibatkan dari pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya. Pemungutan pajak kendaraan bermotor memainkan peran penting dalam pengumpulan pendapatan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah. Dengan menerima pajak kendaraan, pemerintah menjamin bahwa dana akan terus mengalir untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Setiap tahun, jumlah kendaraan di Jawa Barat terus meningkat. Menurut Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2023  ada 22,5 juta kendaraan di wilayah itu, dengan 14,4 juta kendaraan roda dua dan 8,1 juta kendaraan roda empat. Di Jawa Barat, peningkatan jumlah mobil memengaruhi penerimaan pendapatan daerah. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan, dan pajak rokok adalah beberapa pajak lain yang penting untuk penerimaan PAD di Jawa Barat. 
Dengan potensi yang besar, pemerintah provinsi Jawa Barat terus melakukan tiga upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Tim yang terdiri dari Bapenda Jawa Barat, Polda Jawa Barat, dan PT Jasa Raharja melakukan penelusuran kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang. Hal ini dilakukan karena diperkirakan masih banyak pemilik kendaraan bermotor di Jawa Barat yang tidak melakukan daftar ulang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan perubahan dengan mengeluarkan kebijakan baru, seperti yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 472/KU.03.02-PI Terkait Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, di mana Pasal 6a mengatur peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggar pajak melalui: pemeriksaan langsung di lapangan dan melalui sistem informasi, serta bekerja sama dengan pihak ketiga. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat melakukan penelusuran KTMDU. Penelusuran KTMDU dilakukan melalui pemeriksaan langsung di lapangan, pemeriksaan melalui sistem informasi, dan kerja sama dengan pihak lain. Tujuan penelusuran KTMDU adalah untuk menertibkan kendaraan kendaraan bermotor yang belum membayar pajak. 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberikan kemudahan kepada wajib pajak kendaraan bermotor untuk melakukan kewajibannya melalui E-Samsat Sambara (Samsat Mobil Jawa Barat). Kemudahan yang diberikan oleh pemerintah diharapkan bisa menurunkan tingkat KTMDU di daerah Jawa Barat. Aktor aktor yang terlibat Penyelenggaraan kebijakan menunjukan bahwa aktor-aktor yang terlibat langsung memiliki wawasan yang diperlukan untuk menjalankan peran dengan baik, karena dalam menjalankan implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan apabila pada objek kebijakan kekurangan informasi. Program Penelusuran kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) direncanakan akan dilakukan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten II Soreang merupakan salah satu wilayah di provinsi Jawa Barat yang secara rutin melakukan penelusuran KTMDU.
Tabel 1.2
Data KTMDU Tahun 2020-2023
	TAHUN 
	JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR

	
	JML KB
	KTMDU
	%

	TH 2020
	605,984
	111,788
	18.45 

	TH 2021
	577,994
	131,383
	22.73 

	TH 2022
	582,767
	133,342
	22.88

	TH 2023
	604,393
	144.076
	23,83




	


Sumber: Pusat Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang

Tabel di atas menunjukkan bahwa KTMDU di wilayah Kabupaten Bandung II Soreang meningkat setiap tahun. Pada tahun 2020, KTMDU mengalami penurunan yang cukup signifikan dari dua tahun sebelumnya, yaitu penurunan 15,55 persen. Namun, pada tahun berikutnya, KTMDU mengalami kenaikan kembali sebesar 4,28 %, begitu juga tahun selanjutnya mengalami peningkatan sebesar 0,15 %.  Perubahan ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah peningkatan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dan tingkat kemudahan pembayaran pajak. Berdasarkan informasi di atas, penulis berniat melakukan penelitian tentang masalah yang terjadi. Kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor yang menyebabkan KTMDU di Kab. Bandung II Soreang mengalami perubahan dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.
Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dilihat bahwa kebijakan penelusuran kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung II Soreang  memiliki tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuannya seperti yang terlihat dari data KTMDU yang masih mengalami peningkatan. Teori implementasi kebijakan Hoogerwerf (1983:168) dapat digunakan untuk mengidentifikasi beberapa penyebab ketidaksesuaian dalam teori implementasi kebijakan tersebut. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: kebijakan penelusuran KTMDU telah dibuat, tetapi tidak semua aspek kebijakan telah diimplementasikan dengan baik. Misalnya, penelusuran KTMDU masih belum lengkap, sehingga masih banyak kendaraan bermotor yang tidak teridentifikasi. Karena kurangnya informasi dari para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, baik pemerintah maupun masyarakat, banyak masyarakat yang belum tahu tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga mereka tidak melakukan daftar ulang. Akibatnya, kebijakan penelusuran KTMDU masih kekurangan dukungan masyarakat secara keseluruhan. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis mencoba untuk melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan Keputusan Gubernur Jawa Barat NOMOR: 472/KU.03.02-PI Tentang Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan judul penelitian yaitu “Model Implementasi Kebijakan Tentang Penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bandung II Soreang”. Penulis mencoba untuk memfokuskan penelitian ini dibatasi dengan fokus pada kajian masalah kebijakan Tentang Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu penelusuran KTMDU. 
METODE PENELITIAN
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang. Metode penelitian yang digunakan adalah diskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2008:3) bahwa “penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif ini dirasakan sangat tepat dalam studi ilmu administrasi publik. 
Operasional parameter dalam penelitian ini adalah pembatasan data dan informasi yang diperlukan dan merupakan petunjuk pelaksanaan dalam mengukur suatu parameter yang berkaitan dengan judul dari penelitian yang telah ditentukan sebagai topik pembahasan yakni aktivitas Lembaga Pemerintahan yang terkait dengan implementasi kebijakan Keputusan Gubernur Jawa Barat NOMOR: 472/KU.03.02-PI Tentang Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. (Studi Kasus Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, observasi dan wawancara. 
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Penelusuran KTMDU di Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang
Kebijakan penelusuran KTMDU diperbaharui secara berkala dan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Keputusan Gubernur Jawa Barat NOMOR: 472/KU.03.02-PI Tentang Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat NOMOR 037/ KU.03.02-PI Tentang Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa di Provinsi Jawa Barat, tingkat ketaatan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor masih sangat rendah. Wawancara dan observasi telah dilakukan di Pusat pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Bandung II Soreang untuk mengetahui apakah pelaksanaan penelusuran KTMDU di Wilayah tersebut sudah sesuai dengan ketetapan isi kebijakan penelusuran KTMDU.
Secara keseluruhan, para petugas setuju bahwa mereka memahami tujuan dan sasaran penelusuran KTMDU, memiliki akses ke sarana dan prasarana yang diperlukan, bekerja sama dengan aktor lain yang terlibat, mendapatkan dukungan dari pimpinan, dan memiliki pemahaman yang memadai tentang pembagian potensi dan tanggung jawab penelusuran KTMDU. Saran untuk meningkatkan efisiensi penelusuran KTMDU termasuk mapping lokasi data penelusuran, memilah jumlah tunggakan. Isi kebijakan penelusuran KTMDU menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran wajib pajak dan memastikan proses pemungutan pajak kendaraan bermotor berjalan dengan baik. Petugas menggunakan berbagai pendekatan, seperti mempromosikan pembayaran pajak door to door , bekerja sama dengan RT/RW setempat, dan mendorong wajib pajak secara langsung. Upaya ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan pajak.
Untuk mencapai tujuan kebijakan, petugas harus mengatasi kendala seperti alamat yang tidak jelas, wajib pajak yang tidak ada di tempat, dan faktor ekonomi. Kebijakan intensifikasi pemungutan pajak kendaraan bermotor didukung oleh solusi yang ditawarkan oleh petugas, seperti mengatur waktu penelusuran dan mensosialisasikan pembayaran pajak online. Hasil wawancara menunjukkan bahwa petugas P3DW Kabupaten Soreang di lapangan telah melakukan upaya nyata untuk menjalankan pelaksanan Penelusuran KTMDU sesuai dengan kebijakan Keputusan Gubernur Jawa Barat NOMOR: 472/KU.03.02-PI Tentang Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut.
B. Impelentasi Kebijakan Penelusuran KTMDU dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang
“Implementasi merupakan salah satu bagian dari tahap-tahap pembuatan kebijakan, secara keseluruhan tahapan tersebut berupa: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan (dalam Dunn, 1998: 24)”. Berdasarkan kelima tahapan pembuatan kebijakan di atas, tahapan implementasi memegang peran yang sangat penting. Berdasarkan pengertian di atas, maka implementasi merupakan suatu proses melaksanakan kebijakan (baik di tingkatan nasional maupun tingkatan lokal) melalui satu atau serangkaian program atau proyek dengan implikasi pengaturan dan pengalokasian risorsis tertentu serta konsekuensi pengaruh atau dampak yang ditimbulkannya. Kebijakan penelusuran KTMDU merupakan kebijakan yang aktif  dijalankan oleh P3DW Kabupaten Bandung II Soreang. Melalui hasil wawancara dan kuisioner kepada kepala dan petugas di Pusat Pengelolaan Pendapatan  Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang, penulis menemukan bahwa implementasi penelusuran KTMDU di Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang sudah efektif meskipun dengan anggaran dana yang terbatas.
Berdasarkan hasil pembahasan tentang implementasi kebijakan Keputusan Gubernur Jawa Barat NOMOR: 472/KU.03.02-PI Tentang Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor maka dapat disimpulkan bahwa penelusuran KTMDU di Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang sudah cukup efektif meskipun dengan jumlah petugas penelusur tidak sebanding dengan area penelusuran KTMDU dikarenakan anggaran dana yang terbatas. Pelaksanaan penelusuran KTMDU sudah sesuai dengan isi kebijakan penelusuran KTMDU. Hal ini dilihat dari aktor-aktor yang terlibat didalam pelaksanaan penelusuran KTMDU sudah menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan Keputusan Gubernur Jawa Barat NOMOR: 472/KU.03.02-PI Tentang Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
C. Aspek-aspek Penghambat dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penelusuran KTMDU dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang
Effendi dan Darwin (2012:12) menjelaskan  bahwa “ada kebijakan yang mudah diimplementasikan, tetapi ada pula yang sulit diimplementasikan, karena itu, salah satu hal yang penting dalam studi implementasi adalah bagaimana mengenali tingkat kesulitan suatu kebijakan untuk diimplementasikan, dan bagaimana agar kebijakan tersebut dapat lebih terimplementasi".  Prakondisi-prakondisi yang dimaksud dapat berupa hambatan atau kesulitan ataupun pendorong agar kebijakan dapat diimplementasikan. Pelaksanaan penelusuran KTMDU di wilayah Kabupaten Bandung II Soreang berdasarkan penjelasan sub bab sebelumnya disimpulkan sudah efektif meskipun dengan anggaran dana yang terbatas.  Hasil wawancara menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan kendaraan tidak melakukan daftar ulang, berikut adalah hasil yang didapat dari proses wawancara kepada petugas penelusur yaitu faktor ekonomi, pindah tangan, faktor kesadaran, kelalaian dan faktor administrasi. Merujuk pada tindakan penelusuran yang ditetapkan dalam Kebijakan Keputusan Gubernur Jawa Barat NOMOR: 472/KU.03.02-PI Tentang Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak melakukan daftar ulang dapat diatasi dengan mengikuti ketentuan yang telah dibuat, apabila hambatan tersebut berhubungan dengan petugas penelusur. 
Berbeda dengan petugas penelusur, wajib pajak tidak memahami dan tidak mempunyai dasar pengetahuan dalam mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan mereka tidak melakukan daftar ulang kendaraan. Petugas penelusur melakukan upaya-upaya untuk mengatasi faktor-faktor  tersebut.  Upaya yang telah petugas penelusur lakukan dilapangan diantaranya adalah sosialisai, kemudahan pembayaran, penagihan dan pemblokiran. Kemampuan petugas penelusur dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi dilapangan memperlihatkan bahwa petugas penelusur sudah memahami dengan ketentuan yang ada dalam kebijakan. Isi kebijakan Keputusan Gubernur Jawa Barat NOMOR: 472/KU.03.02-PI Tentang Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor memuat secara rinci tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan petugas penelusur apabila menemukan kendala dalam penelusuran KTMDU.	
D. Model Implementasi Kebijakan Penelusuran KTMDU dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang
Implementasi penelusuran KTMDU di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang pada sub bab sebelumnya disimpulkan sudah efektif meskipun petugas penelusur tidak sebanding dengan area penelusuran KTMDU dikarenakan anggaran dana yang terbatas. Kesimpulan itu didapat dari hasil wawancara, kuisioner dan observasi kemudian data tersebut dilakukan cross check  dengan isi kebijakan tentang penelusuran KTMDU berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat NOMOR: 472/KU.03.02-PI Tentang Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Implementasi kebijakan penelusuran KTMDU  akan berfokus pada model implementasi Hoogerwerf (1983:163).
Menurut Hoogerwerf (1983:163) yaitu ada 4 (empat) aspek yang menentukan berhasil tidaknya suatu kebijakan, yaitu: 
1. Isi dari kebijakan yang dilaksanakan.
2. Tingkat informasi dari aktor-aktor yang terlibat pada pelaksanaan.
3. Banyaknya dukungan yang harus dilaksanakan.
4. Pembagian dari potensi-potensi yang ada (struktur organisasi, perbandingan kekuasaan dan sebagainya).

[bookmark: _gjdgxs]Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, kuisioner dan observasi kepada  Kepala P3DW, ibu Reni Astati S.STP MM dan petugas penelusur. Hasil penelitian kebijakan penelusuran KTMDU dengan menggunakan model implementasi menurut Hoogerwerf (1983:163) di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II soreang adalah sebagai berikut:
1. Isi Kebijakan
Ringkasan isi kebijakan penelusuran KTMDU menjelaskan secara rinci tentang tujuan, sasaran, program, anggaran pertanggungjawaban dan catatan yang berisi tentang sanksi bagi wajib pajak yang tidak mendaftarkan kendaaraan mereka dan terlambat membayar PKB. Secara keseluruhan aktor yang terlibat dalam pelaksanaan penelusuran KTMDU diberikan rincian wewenang dan tugas yang jelas dalam melaksanakan kebijakan penelusuran KTMDU. Berdasarkan penjelasan tersebut maka aspek pertama model implementasi kebijakan Hoogerwerf yaitu isi kebijakan bisa dikatakan sudah baik, jelas dan terperinci dengan prioritas yang telah ditentukan.
2. Tingkat Informasi Aktor yang terlibat
Kepala P3DW dan petugas penelusur di Wilayah kabupaten Bandung II Soreang disimpulkan mempunyai wawasan yang cukup memadai dalam melaksanakan kebijakan penelusuran KTMDU. Masing-masing aktor memahami tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dalam kebijakan penelusuran KTMDU. Semua pihak yang terlibat menerima informasi kebijakan yang jelas dan terbuka serta saluran komunikasi antara petugas penelusur dan target kebijakan dilaksanakan dua arah dengan melibatkan orang disekitar wajib pajak dan Rw/Rt setempat dalam mencari informasi yang diperlukan.Tingkat Informasi Aktor yang terlibat
3. Dukungan bagi Kebijakan
Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang dapat disimpulkan memberikan dukungan yang memadai bagi aktor pelaksana penelusuran KTMDU melalui sarana dan prasarana yang memadai dan pembayaran honor petugas penelusur diberikan sesuai dengan ketentuan dalam kebijakan penelusuran KTMDU.
4. Pembagian Potensi
Anggaran honor bagi petugas penelusur yang terbatas mengakibatkan Kepala P3DW tidak bisa merekrut petugas penelusur sesuai dengan area sebaran KTMDU sehingga petugas penelusur diarahkan untuk melakukan penelusuran KTMDU diarea yang tidak ada penelusurnya. Hal tersebut berdampak tidak terjangkaunya wajib pajak yang tidak melakukan daftar ulang kendaraannya dikarenakan area sebaran KTMDU tidak ada petugas penelusur. Berdasarkan hal tersebut maka pembagian potensi di P3DW Kabupaten Bandung II Soreang belum maksimal dikarenakan anggaran honor petugas penelusur terbatas sehingga jumlah petugas penelusur tidak sebanding dengan jumlah area sebaran KTMDU.
Tabel 4.11
Jumlah KTMDU Tahun 2020-2023
	TAHUN
	JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR

	
	JML KB
	KTMDU
	%

	2020
	605,984
	111,788
	18.45

	2021
	577,994
	131,383
	22.73

	2022
	582,767
	133,342
	22.88

	2023
	604,393
	144.076
	23,83










Sumber: Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang

Jumlah KTMDU dari tahun 2020-2023 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Meskipun persentase jumlah KTMDU naik setiap tahun akan tetapi jumlah potensi kendaraan bermotor yang membayar pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan. Kebijakan Keputusan Gubernur Jawa Barat NOMOR: 472/KU.03.02-PI Tentang Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan pada tanggal 27 Oktober 2021, sehingga Keputusan Gubernur mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pada tahun 2022 potensi jumlah kendaraan yang membayar PKB meningkat menjadi 449,425 dari 446,661 di tahun 2021. Pada tahun berikutnya potensi jumlah kendaraan membayar PKB mengalami kenaikan yaitu 460,317 pada tahun 2023. 
Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan implementasi kebijakan penelusuran KTMDU di Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang cukup efektif dalam optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, akan tetapi pelaksanaan Penelusuran KTMDU belum maksimal. Berikut adalah hasil penelitian Model Implementasi Kebijakan menurut Hoogerwerf (1983:163) di P3DW Kabupaten Bandung II Soreang:
1. Isi Kebijakan: Jelas, terperinci, dan memiliki prioritas yang terarah.
2. Tingkat Informasi Aktor: Aktor yang terlibat memiliki wawasan dan pemahaman yang cukup tentang tugas dan wewenang mereka.
3. Dukungan bagi Kebijakan: P3DW memberikan dukungan memadai melalui sarana dan prasarana, serta pembayaran honor sesuai ketentuan.
4. Pembagian Potensi: Anggaran honor terbatas, sehingga jumlah petugas penelusur tidak sebanding dengan area sebaran KTMDU.
Kebijakan penelusuran KTMDU memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Namun, diperlukan beberapa langkah perbaikan, terutama terkait dengan anggaran honor dan jangkauan penelusuran. Dengan melakukan perbaikan tersebut, diharapkan kebijakan penelusuran KTMDU dapat mencapai tujuannya yaitu meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.
E. Persepsi dan Pengalaman Para Aktor yang Terlibat Implementasi Kebijakan Penelusuran KTMDU dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang
Wawancara dan observasi telah dilaksanakan di P3DW Kabupaten Bandung II Soreang. Penulis menanyakan kepada 15 orang informan yang terdiri dari Kepala P3DW sampai petugas penelusur tentang apa saja saran dalam meningkatkan efektivitas penelusuran KTMDU. Hasilnya penelitian menjelaskan bahwa mengoptimalkan pencapaian target penelusuran KTMDU membutuhkan upaya yang mencakup berbagai aspek, seperti meningkatkan motivasi dan kemampuan petugas, meningkatkan target penelusuran, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengalaman dan persepsi aktor yang terlibat dalam kebijakan dapat sangat memengaruhi implementasi kebijakan. Akan lebih mudah bagi orang-orang yang memiliki persepsi positif tentang kebijakan dan pengalaman yang baik dengan pelaksanaannya untuk memahami, menerima, dan melaksanakan kebijakan dengan penuh semangat.  Persepsi dan pengalaman para aktor dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan dan kolaborasi mereka dengan pihak lain yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Kepercayaan dan kolaborasi yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan dengan lancar dan berhasil. Umpan balik dari para aktor dapat membantu menyempurnakan kebijakan dan meningkatkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Persepsi dan pengalaman para aktor dapat menjadi sumber informasi yang berharga untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Membangun persepsi dan pengalaman yang positif  dengan aktor yang terlibat didalam suatu kebijakan diharapkan dapat meningkatkan semangat dan motivasi para aktor pelaksana kebijakan penelusuran KTMDU. Mendengarkan feedback dan mengevaluasi hasil kinerja dapat menjadi persepsi dan pengalam yang positif bagi aktor pelaksana penelusuran KTMDU.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara yang dilakukan di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang tentang Model Implementasi Kebijakan Tentang Penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor maka dapat diambil yaitu Pelaksanaan penelusuran KTMDU dianggap kurang maksimal berdasarkan hasil penelitian Model Implementasi Kebijakan menurut Hoogerwerf (1983:163). Penelusuran KTMDU di Kabupaten Bandung II Soreang dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dikarenakan anggaran honor terbatas, sehingga jumlah petugas penelusur tidak sebanding dengan area sebaran KTMDU. Pembagian potensi yang tidak maksimal mengakibatkan Tidak terjangkaunya wajib pajak yang tidak melakukan daftar ulang kendaraannya di area yang tidak ada petugas penelusur dan potensi optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhambat.
Rekomendasi dari penulis untuk permasalahan tersebut adalah 1.	Petugas direkrut berdasarkan wilayah sebaran KTMDU (Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang) sehingga lebih hafal medan dan meningkatkan efektivitas penelusuran dan  petugas penelusur KTMDU melakukan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan area sebaran KTMDU untuk memberdayakan Rt/Rw setempat sehingga penelusuran di wilayah tersebut bisa dilaksanakan lebih efektif. Rt/Rw setempat dapat menghimbau warganya yang berada dalam daftar KTMDU dan hasilnya dilaporkan pada koordinator di kelurahan dan  kecamatan, dengan menerapkan sistem tersebut maka  jumlah kendaraan KTMDU bisa ditelusuri lebih banyak dengan anggaran dana yang sama.
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